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ABSTRAK

Signifikansi dari penelitian tentang pemikiran figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i
dalam konteks relasi kuasa (power relation) antara figih dan kekuasaan ini adalah bahwa figih
dalam beberapa aspek tidak saja telah mempengaruhi tindakan, tapi juga telah
mengkonstitusikan cara berfikir. Faktor lain yang menjadikan penelitian signifikan adalah
bahwa pemikiran figih pernikahan KH Ahmad Rifa’i lahirdalam kerangka sejarah yang
sangat berharga bagi sejarah kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia dan bagi
perkembangan pemikiran Islam Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (liraryresearch), dan sifat penelitiannya
adalah deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah data kualitatif, dengan
pendekatan sosiologi histories. Penelitianini pada dasarnya adalah model penelitian histories-
faktual dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i merupakan salah satu dari hasil penalaran
sistematis (systemic reasioning) nalar figih Abad 19 di tanah Jawa. Kaitannya dengan
kekuasaan figih pernikahan KH. Hmad Rifa’i merupakan kritik dan tanggapan atas
rasionalitas dan efisiensi, sebagai ideal type, birokratisasi perkawinan kolonial Belanda KH.
Ahmad Rifa’i tidak mengakui otoritas dan wewenang penghulu, sehingga ia juga tidak
menganggap sah pernikahan yang diselenggarakan Negara. Figih pernikahan KH. Ahmad
Rifa’i merupakan wahana emansipasi sosial. Itu semua menunjukan bahwa figih adalah
suatu fenomena sosial (verstehen) yang dependen atau tergantung pada faktor sosiologis
lainnya dalam masyarakat. Kenyataan sejarah dari fenomena figih pernikahan KH. Ahmad
Rifa’i ini kembali menegaskan bahwa figih pernikahan bukanlah sesuatu yang tunggal dan
universal melainkan beragam dan lokal.

Key word: figih pernikahan, kritik social, KH.Ahmad Rifa’i
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ~ Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha {dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet {dengan titik di atas)
er

zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef




waw

W
ha’ ha

- hamzah apostrof
ya’

ye -

ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis /
ditulis
ditulis

{(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

s
2. Bila dikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan /.

ditulis

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢ atau A.

ditulis

D. Vokal Pendek

Vi



fathah a

fa’ala

1 kasrah i
| zukira
.4 I !
dammah . i

yazhabu ¢

E. Vokal Panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

G. Vokal Pendck yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof

Ditulis
ditulis
ditulis

Vil



H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditkuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “7”,

Ditulis

ditulis

2. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huraf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el)nya.

Ditulis
ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Ditulis
Ditulis
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang sejarah hukum Islam dikenal empat macam produk
pemikiran hukum, yaitu; kitab-kitab figih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan
pengadilan agama dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.” Pemikiran
figih pemikahan KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak termasuk dalam kategori produk
pemikiran hukum Islam jenis figih.

Mengingat karakteristik fiqih sebagai produk pemikiran hukum Islam, maka
ja tidak boleh disakralkan dan harus diperlakukan secara proporsional”
Sayangnya, ia seringkali disalah pahami oleh umat [slam. Pada umumnya figih
dipandang identik dengan syari’ah Islam, sementara syari'ah Islam dianggap
sebagal aturan Tuhan, sehingga figih sama dengan aturan Tuhan itu sendiri. Hal
seperti inilah yang menimbulkan dogmatisme ketat, pandangan serba sempit,
‘kegagapan umat terhadap hal-hal baru, yang berakibat pada kemunduran dan
kejumudan Islam”

Figih, yang pada masa Nabi bermakna umum® adalah sebuah upaya

manusiawi, yang melibatkan proses penalaran, batk pada tataran teoretis atau

D M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Iitihad antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

2 Atho Mudzhar menawarkan tiga sikap yang dipandang cukup proporsinal dalam
menyikapi figih, yaitu; (1) bahwa figih hanyalah salah satu dari produk pemikiran dalam hukum
Islam, maka (2) ia tidak kedap perubahan , sehingga (3) membiarkan fiqih sebagai yang tak terbatas

sama dengan membekukan produk pemikiran manusia yang semestinya temporal itu, f6id., him. 92-
93.

% Harun Nastion dan Azyumardi Azra (ed.), Perkembangan Modern dalam Isfam (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 13.

® Figih, dalam makna yang mencakup segala pemahaman tentang agama ini, diturunkan
dari ayat al-Quran: Falan fa nafara min kulli firgah minhum taifatun Lyatiafagganu fi ad-din wa



praktis dalam memahami, menjabarkan atau mengelaborasi hukum-hukum’
agama. Dengan menyebut proses-manusiawi dimaksudkan untuk membedakan dari
Syari’ah yang secara longgar dipakai untuk menyebut agama Islam dan merujuk
pada hukum Tuhan sebagaimana dikandung dalam korpus-korpus wahyu, tanpa
melibatkan unsur-unsur manusia. Dan dengan demikian memposisikannya sebagai
sebuah realitas sosial, sebuah kenyataan sosial yang karakteristik utamanya terletak
pada sifatnya yang (1) belum selesai, aspeknya yang (2) buatan manusia, sehingga
selanjutnya telah (3) dipolitikkan.” Pendek kata, figih adalah refleksi dati syari’ak’
dan merupakan produk pemikiran manusia, ia tidak anti perubahan, tidak tunggal
(beraneka), sehingga tidak sepi perbedaan.®

liyunziri gaumahum iza raja’u ilaihim 'allahum yabzaron. at-Taubah, (19); 122. Tafagguh di sini
bukan semata memahami aspek hukum formal agama, tetapi keseluruhan bangunan agama itu
sendiri.

» Dalam hal ini, Komaruddin Hidayat menyebut dua alasan dasar, mengapa pada
perkembangannya, figih mengalami penyempitan makna dan wilayah kerja menjadi sekedar hukum-
hukum (materiil) agama. Pertama, Islam memiliki ajaran yang menuntut tindakan praktis berkenaan
dengan norma perilaku dan aturan yang secara lahiriah harus diukur. Oleh karena itu, posisi ilmu
figih dalam Islam menjadi sangat vital karena secara lahiriah atribut seorang muslim bisa diukur
dengan aturan-aturan figih. Kedwa, dengan berkembangnya jumlah umat Islam yang begitu cepat
‘dan pada abad pertengahan dunia Islam merupakan masyarakat paling makmur di dunia, maka
lahirlah kebutuban bagi ulama dan umara untuk mengendalikan atau membimbing umat dalam
perilaku sosial-politik. J. Meuleman (peny.), Tradisi, Kemodermam, dan Meta Moderiisme
(Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 28. Figih mengalami proses penyempitan maknu ketika terjadi
perluasan wawasan syari'alt oleh sementara kalangan beberapa puluh tahun terakhir ini. Terjadinya
penyempitan lingkup fiqih, yang dalam kehidupan masyarakat tradisional berfungsi penuh dan utuh
dalam kehidupan, oleh sejumlah pemikir agama (baca: kalangan moedernis) menunjukkan adanya
pergeseran-pergeseran yang belum ditemukan hingga ke tittk mana akan berhenti. Abdurrahman

Wahid, "Pengembangan figh yang Kontekstual," Pesauiren, no. 2, 1985, vol. 1I, (Jakarta: P3M,
1985), him. 8.

© A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto {ed.), Hukum dan Perkembangon Sosial,
Buku Teks Sosiologi Hukum ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 1: 15.

7 Sahal Mahfudh, Nuansa Fi igh Sosial (Yogyakarta: LKiS,1994), hlm, 18.

® Ibid., hlm. 30-31. KH. Maemun Zubair menyatakan bahwa figih adalah hukum Allah
yang sesuai dengan kebutuhan manusia di mana dan kapanpun. KH. Maemun Zubair, “Figih itu
Luwes,” Pesantren, No. 2, vol. VII, 1990, (Jakarta: P3M, 1990), him. 49, Aspek ‘sarana pemenuh
kebutuhan’ inilah yang mendasari adanya perubahan dan perbedaan, meski pada konteks yang
sama. Posisi kelas-sosial di mana seseorang berada akan tercermin dalam corak berfigihnya.
Mansour Fakih, “Figih sebagai Paradigma Keadilan” dalam Danusit (ed.), Epistemologi Syara’,
Mencari Format Baru Figih Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.150-152.



Perjalanan sejarah pemikiran hukum dalam Islam mencatat bahwa ortodoksi
fiqih mengalami pencerahan melalui fajdid Hal ini karena pergulatan Islam adalah
pergulatan untuk relevansi; tidak sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap
sistem sosial yang ada. Fiqih berperan sebagai pengendaii sistem dan bukan
sebaliknya. Figih juga mengalami pergeseran dari sekedar sebagai paradigma
‘kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma ‘pemaknaan realitas”.” Artinya figih
bukan hanya sebagai pemberi norma dan pembentuk solidaritas, tapi juga sebagai
sebuah sistem interpretsi realitas.'”’ Sebagai paradigma pemaknaan realitas, figih
juga merupakan bagian dari perangkat hermeneutika sosial yang dapat melahirkan
wacana tandingan bagi wacana yang dominan, dan implikasinya sangat besar
dalam kehidupan.'” Kemunculan fiqih yang demikian ini, selalu bukan dari
kalangan pemuka agama yang formal dan resmi, tapi dari mereka yang tidak terikat
secara struktural dengan institusi agama yang formal.

Di Jawa Tengah, pada paro pertama abad ke-19, muncul tokoh kiai-pemikir
produktif yang cukup kritis. Aktifitas tersebut ia lakukan melalui media figih Islam.
Dia melawan tekanan yang berlebihan dalam bidang agama dan sosial-politik dari

para penghulu (selaku elit agama) dan pemerintah kolonial melalui ranah ﬁqih.

” Hairussalim dan Nurudin Amin. “ljiihad dalam Tindakan” dalam Sahal Mahfudh,
Nuansa Figih Sosial (Yogyakart: LKiS, 1994}, hlm. vili,

Y Tolhah Hasan, “Islam Normatif [slam vang Kaku”, Pesaniren, No. 2, vol. VI, 1990
(3akarta : P3M, 1990), him.61.

D Akibat dari adanya penekanan yang berlebihan pada formalisme dan kecenderungan
melakukan teclogisasi figih (menundukkan realitas sosial dengan klaim teologis, dengan figih
sebagat sarana penunduknya} maka figih sebenamya telah dijauhkan dari relitas keberadaannya.
Oleh karenanya pemikiran uniuk menggeser paradigma fiqih yang ada menjadi diperlukan,
mengingat sangatlah mustahi! (bagi kehidupan masyarakat tradisional} untuk mencampakkan figih
dan menggantinya dengan yang lain, dalam menghadapi perkembangan scsial. Bahkan figih
{dengan paradigma baru) inilah yang memberi makna bagi kehidupan mereka dan berdampak besar
bagi kehidupan sosial. Salah satunya ialah fiqih hadir sebagai ‘cownter discourse’ dan sebagai
perlawanan terhadap tekanan yang berlebihan terhadap agama. Lihat, Abdurrahman Wahid,
"Lebaran Tanpa Takbiran,” Tempo, 26 Maret 1994, him. 36. Syuw’bah Asa, “Idul Fitri Sepeninggal
Embah”, Tempo, 2 April 1994, him. 106.



Dia-lah KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak (1786-1876 M.) putra kelahiran Kendal,
cucu dari seorang penghulu. Saham pemikiran keagamaannya tidak kecil, bahkan
dari padanya muncul sebuah gerakan. Beberapa dan pemikiran dan ajarannya
senantiasa berbeda darl mainstream (arus besar) pemikiran keagamaan yang umum
berkembang. Pemikirannya telah menjadi kontroversi semenjak kehidupan KH.
Ahmad Rifa’i.

Salah satu pemikiran KH.Ahmad Rifa’i -selain pokok pikiran mengenai
rukun Islam satw, pelaksanaan sholat jum’at, sholat qada, fidyah shalat dan
puasa'?- yang cukup tegas dan kontroversial adalah bahwa menurut syari’ah semua
permikahan yang diselenggarakan oleh penghulu adalah tidak sah dan batal, sebab
mereka adalah pejabat-pejabat pemerintah kafir dan bukan sosok ‘alim ‘adil'®
Dalam salah satu bagian dan kitab Tabyin al-Islah (kitab yang khusus membahas
masalah pernikahan), KH. Ahmad Rifa’i menyatakan bahwa

Tanbihun wus kinaweruhan tinemune
Setengah syarate sekeh nikah anane
Iku arep ana ‘adil pertelane’ K

Dalam menjalankan ajaran Islam, KH. Ahmad Rifa’i menekankan pada aspek
relevansinya  dengan suasana sosial keagamaan di tengah-tengah situasi masa

kolonial Belanda. Aktivitas kritik sosial KH. Ahmad Rifa’i juga memiliki relevansi

' Lihat, Shodiq Abdullah, “Tradisi Fikih Islam Tarjumah, Potret Kekayaan Corak
Keberagamaan Muslim Jawa "Jurnal Perelitian Walisongo, Edisi 12, tahun 1999, (Semarang : TAIN
Walisongo, 1999), hlm. 42-49.

) Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984), him. 101. Sebagai pejabat administratif penguasa, para penghulu pada
kenyataannya lebih banyak melakukan fungsinya untuk melayani tujuan politik penguasa daripada
menegakkan asas-asas hukum yang fundamental

) KH. Ahmad Rifa'i, Tabyin al-Isiab, (ttp.:tnp., 1264 H.), him. 35.



transformatif ditinjau dalam konteks adanya kuasa kolonial dalam mengurangi
peran tokoh-tokoh informal yang berada di luar garis kekuasaan.'”

Hal seperti di atas adalah contoh tipikal dari operasionalisasi peran dan
potensi figih -meminjam ungkapan W.F. Wertheim'®- sebagai perlawanan terhadap
melodi utama kekuasaan. Baik kekuasaan yang berbentuk sebuah negara yang
mematikan kreatifitas civil sociefy maupun terhadap kekuasaan figih yang ujung-
ujungnya konservatif.

Bagi KH. Ahmad Rifa’1, figih pernikahan merupakan wahana emansipasi
dan pembebas dari belenggu kuasa figih dan politik yang hegemonik. Langgam
pemikiran dan praktek figihnya ‘berbeda’ dan telah meniupkan suara sumbang bagi
harmoni melodi utama yang dimainkan penguasa, baik para agamawan maupun elit
kekuasaan.

Pemikiran dan praktik figih pernikahan KH Ahmad Rifa’i -yang berbeda
dan akibatnya tidak ‘direstui’ oleh para ulama penghulu- dianggap menggoyang
dan merongrong eksistensi elit agama, dan bahkan agama itu sendiri. Oleh karena

perbedaannya dari wacana figih umum, ajaran tersebut sering dianggap sebagai

"} Abdul Djamil, Periawanan Kiai Desa, Pemikiran darn Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i
Kalisalak (Yogyakarta; LKiS, 2001), him. 93. Politik Hindia Belanda untuk memasukkan Penghulu
ke dalam birokrasi dan menjadikannya pegawai negeri adalah dengan tugas utama membantu
Bupati dalam mengawast gerak umat Islam dan untuk menjinakkan pribumi. Aqib Suminto,
Politik Islany Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1996), him. 3. Bandingkan Ibnu Qoyim Ismail, Kiai
Penghulu Jawa, Peranannya Pada Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), him. 43-57.
Pada perjalanan selanjutnya, melalui Staatsblad 1882 No. 152, nampak jelas tujuan Belanda untuk
menguasi kontrol administrasi hukum Islam dan memperlemah institusi (hukum) Islam lainnya.

Lihat, Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Isiam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998),
him. 32-35.

1) W F. Wertheim, Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation, dikutip
dari James C. Scott, Perfawanan Kaum Tani { Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 88. Di
sini Wertheim berbicara tentang konteks perlawanan kultur rakyat tempat banyak nilai sentral dari
kultur elit yang secara simbolis ditolak atau diputarbalikkan. Perlawanan simbolis seperti ini
terungkap calam berbagai cara, diantaranya dalam arti keagamaan dan praktek ritual.



sempalan, tidak saja secara sosiologis melainkan juga dalam kriteria teologis-
normatif,'”

Maka dengan menampilkan figih sebagai medium kritik sostal, dan bukan
sebagai hukwn positif negara, KH. Ahmad Rifa’y agaknya tengah melakukan
deideologisasi figih.'® Yakni menemnpatkan wilayah figih di luar mainstream
proses pembakuan serta pengintegrasian hukum lIslain dalam struktur formal
negara. Pendeknya, memisahkan [(igih dari pembakuan dan kekuasaan.

Penelitian dalam rangka skripsi ini akan mengkaji pemikiran figih
pernikahan KH. Ahmad Rifa’i dalam konteks relasi antara figih dan kekuasaan di
Indonesia pada awal abad ke-19, dalam nuansanya sebagai medium kritik sosial.
Sebuah implikasi logis dari penerapan fiqih sebagai sebuah paradigma pemaknaan
sosial atau perangkat hermeneutika sosial yang pemah dilakukan oleh kiai
produktif di tanah Jawa pada abad ke- 19.

Signifikansi dari penelitian tentang pemikiran figih pernikahan KH. Ahmad
Rifa’i dalam konteks relasi kuasa (power relatior) antara figih dan kekuasaan ini
adalah bahwa figih dalam beberapa aspek tidak saja telah mempengaruhi tindakan,
tapi juga telah mengkonstitusikan cara berfikir. ' Faktor lain yang menjadikan
penelitian im signifikan adalah bahwa pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad
Rifa’i lahir dalam kerangka sejarah yang sangat berharga bagi sejarah pelembagaan

Peradilan Agama di Indonesia dan bagi perkembangan pemikiran Islam Indonesia.

'7) Shodiq Abduilah, “Tradisi Fikih Islam Tarfjumah”., him. 49.

'} Masdar F. Mas'udi, “Mukaddimah™ dalam Pesaniren no. 2, vol. VII, 1990. (Jakarta:
P3M, 1990, him. 2.

) Bisri Effendi, “Transformasi Umat di Tengah Ajaran Agama Baku,” Prisma, no. 3,
tahun XX (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm, 66.



Bagi perkembangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia, awal abad ke-
19 adalah periode awal birokratisasi agama. Yakm masuknya masalah agama kaum
pribumi ke dalam birokrasi modern.®® Dan bagi perkembangan pemikiran Islam di
Indonesia, abad ke-19 adalah babak embrional muncuinya arah baru pemikiran

Islam Indonesia, yakni munculnya Islam modernis.?"

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai
benkut:

1. Bagaimana latar sejarah pemikiran figih pemikahan KH. Ahmad Rifa’1 ?
2. Bagaimana pemikiran figth pernikahan KH. Ahmad Rifa’i dalam konteks relasi

fiqih dan kekuasaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian dalam rangka skripsi ini bertyjuan untuk:

1. Menjelaskan latar sejarah dan konsep pemikahan menurut pemikiran KH.
Ahmad Rifa’i.

2. Mendeskripsikan pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rif2’i dalam konteks
relasi figih dan kekuasaan pada abad ke-19.

) Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984) hlm. 211-231. Juga Ibmu Qoyim Isma’il, Kiai Penghufu Jawa Peranannya
Pada Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Bandingkan dengan Daniel S. Lev,

Peradilan Agama Islam di Indonesia, alih bahasa Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta; Intermasa, 1985),
him. 23-48.

™ Nico Kaptein, The Muhimmat al-Nafiis A Billingual Meccan Fatwa Collection For
Indonesian Musfims from The End of Neintenmth Century (Jakarta: INIS, 1997), him. 15. Lihat juga
Kuntowijoyo, “Agama, Negara dan Formasi Sosial: Sejarah  Aliansi dan Oposisi Islam di
Indonesia” dalam Paradigma Islam: Interpretasi umink Aksi (Bandung: Mizan, 1998), him. 146-
150,



Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan untuk:
1. Memperkaya khasanah kepustakaan mengenai tradisi figih muslim Jawa.

2. Memperkaya khasanah kepustakaan mengenai wacana kritis figih.

L

Memberikan pembacaan apresiatif terhadap KH. Ahmad Rifa’i, seorang tokoh
yang dipandang kontroversial yang telah dijadikan tumbal dalam peneguhan
sebuah rezim.

4. Alternatif (bukan satu-satunya) penyelesatan bagi dominasi tafsir di bidang

figih yang dilakukan oleh kekuasaan.

D. Telaah Pustaka
1. Tentang kritik sosial dalam wacana figih.

Sebuah buku biografi intelektual Yon Hazm, /bn Hazm al-Andalus wa al-
juhud al-Fikr i al-Bahs at-Tarikh wa al-Hadar, karya Abdul Halim Uwais
memberi uraian cukup komprehensif mengenai paradigma fiqih sebagai medium
perlawanan. la mengkaji konsep Ibn Hazm dalam hak milik dan tanah. Visi
kerakyatan dan kemanusiaan konsep tersebut sangat kental, dan akibatnya
berbenturan dengan kepentingan kekuasaan (negara). Pemikiran tersebut dinilai
“subverstf’, sehingga dengan segera mendapat kecaman dari penguasa.. Abdul
Halim Uwais, melalui pendekatan sosio-historis-faktual menyimpulkan bahwa Ibn
Hazm al-Andalus adalah penganut paham ‘sosialisme” datam berfiqih.

Kumpulan tulisan KH. MA. Sahal Mahfudh dalam buku Nuansa Figih
Sosial sangat jelas merefleksikan kritik sosial melalui figih. Batk pada dataran
formulasi maupun sisi metodologinya. KH. MA. Sahal Mahfudh menggali figih
sosial dari pergulatan nyata dan langsung antara ‘kebenaran agama’ dan realitas
sosial yang masih timpang, sehingga memunculkan paradigma baru dalam berfiqih.

Paradigma baru tersebut pada perkembangan selanjutnya menjadi mainstream



pemikiran figih NU secara luas. Pemikiran figih baru ini ialah pemikiran yang
menghendaki adanya pergeseran dari memandang fiqih sebagai ‘paradigma
ortodoksi® memjadi ‘paradigma pemaknaan sosial’. Sebuah paradigma yang mampu
menghadirkan figih sebagai ’counter discourse’ dalam belantara politik pemaknaan
yang berlangsung serta memiliki watak yang bernuansa dalam melihat realitas.
Kemudian apresiasi kreatif terhadap fenomena perubahan pemikiran figih di
tubuh Nahdatul Ulama ditulis oleh Ahmad Baso dalam “Melawan Tekanan Agama:
Wacana Baru Pemikiran Figih NU ”. Melalui pendekatan sosiologi historis, ia
mengkaji wacana baru dalam pemikiran fiqih NU. Pemikiran figih ini pada tataran
embrionalnya bermula dari kajian-kajian informal (falagah) di kalangan
masyarakat nahdiyin. Jika ditelusuri dari tema-tema halagah selama periode 1988-
1991 ada beberapa pergeseran, baik paradigma maupun aksi, dalam tradisi figih
NU. Dari figih sebagai paradigma “kebenaran ortodoks” menjadi paradigma
“pemaknaan sosial”. Yang mana implikasi praksis dari paradigma itu inenunjukkan
bahwa beberapa dari formulasi figih NU merupakan wahana bagi NU dalam
melakukan proyek -meminjam istilah Abdurrahman Wahid™- perlawanan terhadap
tekanan Dberlebihan di bidang agama. Dan dengan demikian, NU teﬁgah
mengembangkan potensi fgih sebagai wahana emansipasi sosial. Wacana seperti
yang dikembangkan NU-lah yang kemudian menggelinding menjadi figih
perlawanan. Meskipun demikian, sebuah catatan perlu disampaikan bahwa apakah

hal itu merupakan mumi kritisisme ataukah semata-mata hasil dari sikap

reaksioner.

2 Aburrahman Wahid, “Lebaran tanpa Takbiran” dalam Tempo. Edisi 26 Maret, 1994

him. 36. Juga Syw’bah Asa, “Idul Fitri Sepeninggal Embah”, dalam Tempo, Edisi 2 April 1994, him.
106.
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2. Tentang KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak

Kumpuilan tulisan mengenai Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia
Abad ke-19 yang ditulis oleh Karel A. Steenbrink memben informasi tentang
pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa’i secara umum. Tulisan ini merupakan
fragmenta awal mengenai aspek-aspek Islam di Indonesia abad ke-19.

Kontroversi tentang pemikiran KH. Abhmad Rifa’i sesungguhnya telah
terjadi baik di kalangan sejarawan maupun para pemerhati pembaharuan Islam
Indonesia, Dalam Paradigma Islam: interpretasi Untuk Aksi, Kuntowijoyo
mengkaji tokoh KH. Ahmad Rifa’i, yang tercermin dalam Serar Cebolek, dalam
kaitannya dengan AMiros Awal Kefegangan anfara Islum dan Birokrasi.
Kontowijoyo menengarai bahwa KH. Ahmad Rifa’i adalah seorang ulama
pembaharu yang pandangan keagamaannya sejalan dengan pandangan keagamaan
mazhab Syafi’i. Tapi sejarah saat itu tidak berpihak pada KH. Ahmad Rifa’i
Kuntowijoyo menemukan bahwa Serar Cebolek jelas merefleksikan ideologi kaum
priyayi. Tulisan ini memberi informasi mengenai aspek sejarah sosial
keberagainaan muslim Jawa.

Sartono Kartodirdjo menyatakan:

Untuk memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Ahmad Rifa’i maka

dapatlah kiranya ditunjukkan karya-karya serta ajaran yang diberikannya.

Diantaranya ia menulis tentang ilimu hukum Islam, asas-asas kepercayaan

dan mistisisme yang semuanya ditulis dalam bahasa jawa dalam bentuk
puisi. Kumpulan dari karya-karyanya itu disebut kitab tarjumah.™

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo, Protest
Movement in Rural Java, geakan anti-kolonial KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak

dikategorikan ke dalam kelompok pergerakan yang bercorak revivalis dan sektarian

) Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indovesia {Jakarta: Balai Pustaka, 1977 ), vol.
TV, him. 301
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di pedesaan Jawa abad ke-19. Gerakan yang berbasis massa rakyat kelas bawah dan
mengandung unsur mileniarisme ini bermula dar pengajaran agama oleh KH.
Ahmad Rifa’i di Kalisalak dan sekitarnya. Pergerakan yang bersifat lokal ini pada
perkembangannya kemudian menjadi sebuah jam 'iyyah yang bertahan sampai hari
ini. Melalui pendekatan sejarah-sosial-lokal yang Indonesia-sentris, Sartono
Kartodirdjo mengungkap bahwa gerakan KH. Ahmad Rifa’i merupakan sebuah
gerakan anti-kolonial yang berada pada masa proto-nasionalisme.

Sebuah buku karya Ahmad Syadzirin Amin -salah satu tokoh Rifa’iyah
saat ini- Gerakan Syaikh Ahmad Rifa’i Dalam Menentang Kolonial juga
memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai kiprah dan peran KH.
Ahmad Rifa’i dalam melawan penjajah Belanda, baik melalui pemikiran ataupun
dalam aksi kebudayaan di masyarakat.

Informasi lain mengenai KH. Ahmad Rifa’i, diperoleh dalam desertasi
Abdul Djamil tentang X.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak: Studi tentang Pemikiran dan
Gerakan Islam Abad ke-19 (1786 - 1876), yang telah diterbitkan dengén judul
Perlawanan Kiai Desa, Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad
Rifa’i Kalisalak. 1a melakukan rekonstruksi atas pemikiran KH. Ahmad Rifa’i,
berdasarkan kitab-kitab karangannya yang dikabarkan mencapai 55 buah buku,
laporan-laporan mengenai gerakannya -baik yang berada di Indonesia maupun
yang berada di perpustakaan Leiden di Belanda- ke dalam bangunan sistematika
ilmu keislaman, yaitu Aqidah, Syari’ah dan Tasawwuf. Penelitian ini merupakan
rekonstruksi sejarah intelektual dan sejarah sosial pemikiran dan gerakan KH.
Ahmad Rifa’i. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa KH. Ahmad Rifa’i, melalui
pemikiran keagamaannya, memiliki kaitan sosiologis yang cukup erat dengan
sosio-kultur masyarkat Jawa Tenpah saat itu. Ajaran mengenai sosok ‘alim ‘adil

adalah refleksi dan kritiknya terhadap tokoh-tokoh agama yang mau bekerja sama
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dengan Belanda. Pandangan tentang rukun Islam satu merupakan legitimasi bagi
keberagamaan masyarakat tradisional Jawa, dan pemikiran tentang pernikahan
yang mengesankan pengulangan (lajdid an-nikah) mencerminkan kritiknya
terhadap pejabat agama (penghulu). Pemikiran KH.Ahmad Rifa’i termasuk tipologi
gerakan keagamaan dengan corak tradisional yang memiliki implikasi sosial
{Religio-traditional Movement). Berbeda dengan Adaby Darban yang menyatakan
bahwa gerakan KH. Ahmad Rifa’i dan para pengikutnya dalam Rifaiivah: Gerakan
Sosial Keagamaan di Jawa (1850 — 1980) sebagi gerakan protes sosial dengan
corak keagaman.

Kumpulan makalah Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam
Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa’i; Kesinambungan dan Perubahannya
(Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990) juga memberikan
informasi pengantar bagi penulusuran lebih lanjut mengenai kiprah dan pemikiran
KH Ahmad Rifa’i.

Sebuah penelitian dalam rangka tesis tentang Pemikiran Figh Kyai Haji
Ahmad Rifa 'i: Telaah Kitab T abyin al-Isfah, ditulis oleh Ahmad Idhoh Anas. Ja
mengkaji materi kitab tersebut yang mencakup hukum nikah, rukun dan syaratnya
serta talak dalam kerangka untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan
mazhab Syafi’i. la melihat bahwa pemikiran tersebut tetap berada pada jalur
konsistensi dan komitmennya dengan pemikiran Syqfi'iyah. Hanya saja ketika
dikaitkan dengan materi peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang
perkawinan, tidak semua maten dalam kitab Tabyin al-Isfah termasuk dalam UU
No. 1 tahun 1974. Mengingat memang hukum Islam di Indonesia tidak bersumber
pada satu mazhab saja.

Melalui penelitian skripsi Pandangan KH. Ahmad Rifa’i Tentang Wali

Nikah dalam Kitab Tabyin al-Islah, Ttham Havidzi mengkaji secara normatif-
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historis figih pemikahan KH. Ahmad Rifa’i. Dengan mendesknpsikan berbagai
pemikiran fiqih perkawinan yang terdapat dalam beberapa kitab figih serta mencan
konsepsinya dalam al-Qur'an dan al-Hadis (sebagai dasar normatifnya) untuk
mendapat norma penguat dan pengabsah. Havidzi sampai pada kesimpulan bahwa
pemikiran KH. Ahmad' Rif2’i tidak menyimpang dari al-Qur’an dan al-Hadis dan
masih teguh memeluk mazhab Syafi’i. '

Beberapa kepustakaan tersebut cukup 1nembed informasi tentang KH.
Ahmad Rifai dan pemikiranya. Namun, sebagian; besar kajian tersebut masih
memuat tentang pemikiran KH. Ahmad Rifa’i ;ecara umum dan belum ada yang
secara spesifik mengkaji tentang pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i
dalam konteks rela;i figth dan kekuasaan. Sehingga penelitian mengenai kritik
sosial dalam figih permnikahan KH. Ahmad Rifa’i memiliki nilai strategis dan
signifikan.

E. Kerangka Teoretik

Secara teoretis, kerangka dan landasan teore’q?ik penelitian ini bertumpu pada
asumsi dasar bahwa tindakan sosial (baca: figih) sieseora.ng atau suatu kelompok
adalah fungsi dari kompleks hubungan nilai-nilai yang dipandang sebagai suatu
kebenaran dan kebaikan. Nilai-nilai tersebut dikonsﬁruksikan sebagai pola interaksi
sosial melalui tindakan sosial*” Tindakan seseorané atau sekelompok orang selalu
memiliki hubungan dengan rumusan dan penyusunan konsep realitas sosial yang
dihadapi. Ringkasnya, tindakan sosial seseorang -merupakan fungsi kemampuan

menghubungkan kompleks nilai dan konsep tentang realitas sosialnya.

' Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modem alih bahasa R M.Z. Lawang,
cet. 3 (Jakarta: Gramedia, 1994}, I- 40.
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Bagi sebagian besar umat Islam, figih lebith berpengaruh dalam kehidupan
sehari-hari dibanding aspek Islam lainnya. Fiqih merupakan perwujudan
keberagamaan umat, sehingga beragama dalam kenyataan operasionalnya lebih
berupa pelaksanaan doktrin-doktrin figih. Figih merunpakan kompleks nilai yang
dianut dan sekaligus model perilaku sosialnya.

Mengingat kedudukan fiqih yang sedemikian pentingnya dalam kehidupan
sosial, maka kaitannya dengan proses transformasi sosial, mempertimbangkan figih
dalam kerangka sebagai paradigma dan wahana kritik sosial merupakan suatu yang
tidak bisa ditawar. Figih sebagai pijakan umat dalam melaksanakan kehidupan
keseharian baik secara ‘ubuddiyah maupun mu ‘ammalah, merupakan hasil refleksi
pemikiran seseorang yang -oleh karenanya- merupakan realitas sosial hasil
konstruksi manusiawi.” Oleh sebab itu, fiqih tidak lepas dari subyektivitas fugaha
dalam menafsirkan agama serta dipengaruhi oleh konstalasi sosial budaya, ekonomi
dan politik yang dirasakannya pada saat figih itu dimunculkan. Dengan begitu fiqih
tidaklah tunggal dan universal, melainkan beragam dan lokal ™ Sehingga proses
penetapan penyeragaman hukum Islam melalui legistasi negara selalu akan
mengalami kegagalan mendasar. Nampaknya, ide dasar gerakan tersebut bukanlah
relegious impuls interested melainkan kemauan politis untuk menyeragamkan

pemikiran umat.

2 Mansour Fakih, “ Figh Sebagai Paradigma Keadilan® dalam Danusid dkk.,
Lpistimologi Syara’: Mencari Format Barn Figilh Indonesia (Yogyakaria, Pustaka Pelajar, 2000),
hlm. 133,

™) Ipid., him. 134. dalam konfigurasi pemikiran hukum Gerakan Studi Hukum Kritis
(Critival Legal Studies Movement) hukumn dikonstruksikan sebagai sesuatu yang negotiable,
subjective, dan policy-dependent as polifics. 1fdhal Kasim, “Berkenalan Dengan Critical Legal
Stuclies, " dalam Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, alih bahasa Ifdhal Kasim, cet. 1
(Jakarta: Elsam, 1990, him. xvii.
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Hal inilah kemudian yang meniscayakan fiqith memasuki nalar politik
praktis dan selanjutnya menjadi masalah relasi kuasa negara”” Dalam hal ini
golongan figth yang dominan dan dekat kekuasaan politik akhimya yang
memperoleh keleluasaan untuk diberlakukan. Ibn Muqgaffa dan Imam Malik adalah
wakil tertua dari beda pandangan antara fugaha dan praktisi peradilan dalam hal
legislasi figih Istam.2¥

Melalu1 dasar argumen transendensi hukum [slam, pelaksanaan figih tidak
memerlukan aparat tertentu. Umat Islam atas kesadaran sendin akan mentaati dan
melaksanakan semua ajaran agamanya.”” Dan dengan didasari oleh kesadaran
normatif untuk menegakkan keadilan sosial, dan juga dilandasi oleh pemahaman
yang obyektif terhadap realitas sosial yang empiris, adalah wajar jika figih
menentukan oposisi (pemihakan kelas) dan menempatkan figih sebagai “counter
hegemonic movement”. Tapi dengan syarat bahwa elan vital yang mendasari

oposisi {memihak rakyat) tersebut lecbih didasarkan pada semangat untuk

™ Abu A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, alih bahasa Asep
Hikmat {Bandung: Mizan, 1995), him. 61-62. Lihat juga Fakhri Ali dan Bahtiar Efendi, Merambah
Jalan Baru Islam (Bandung: Mizan,1989), him. 91. Dalam kaitan dengan upaya mendudukkan
syari’ah Islam dalam konteks kenegaraan, tentunya perlu penafsiran yang elastis. Pada satu sisi
pengertian bisa menyempit sebagai aturan fomal kenegaraan sebagai undang- undang. Sementara di
sisi lain -mengingat kompleksitas yang ada- Syari"ah cukup diartikulastkan sebagai hukum agama
dalam arti sebagai etika sosial. Abdurrahman Wahid, “Kata Pengantar™ dalam E. M. Sitompul, NUJ
dan Pancasila (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), him. 9 — 18.

) N.J. Coulson, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah, alih bahasa Hamid Ahmad
(Jakarta: P3M, 1987), hlm. 51-59 dan him. 114. Tatkala Ibn Muqgaffa mengusulkan diadakannya
iaknin  (legislasi hukum TIslam) kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, maka yang dipilih untuk
diundangkan adalah mazhab Imam Malik Tobn Anas. Dipilihnya mazhab ini karena ia yang dominan
dan dikehendaki khalifah. Walaupun pada awalnya menolak, Imam Malik pada akhimya juga
menerima tawaran tersebut. Joseph Schact, An Introduction to Istamic Law (London: Oxford
University Press, 1964), him. 55-56. Demikian juga pada tahun 1876 M., di Turki tersusun undang-
undang bernama Majallah al-Ahkam al-'Adliyah. Undang-undang ini disusun berdasar mazhab
Hanafi. A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), him. 219.
Syamsul anwar, “Majallah al-Ahkam al-Adliyah: Kodifikasi Hukum Perdata Islam Pertama,” Asy-
Svir‘ah. Journal Fakultas Syari’ah TATN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 2, 1989, him. 31.

) Maemun Zubair, “Figh itu Luwes”., him. 47,



16

menegakkan keadilan, bukan pada perjuangan kelas untuk melenyapkan kelas yang
30) '

lain.
Dalam salah satu kaidah fighiyvah disebutkan bahwa
STy 2 S s et s sy 5 50 5
01, el Ji Iy,
Hal ini menyatakan bahwa figih sangat dipengaruhi antara lain oleh kondisi 5051al,
tuyjuan serta kepentingan sosial lainnya. Artinya, figih merupakan refleksi dan
manifestasi dari kesadaran moral dan sosial masyarakat Sehingga dalam hal ini
tarik menarik antara ortodoksi iman dan realitas sosial akan selalu tefjadi’?
Disamping itu yang menjadi pertimbangan para ulama dalam menetapkan figih
adalah kemaslahatan umat dengan menyantuni aspek lokalitas.*”
Karya-karya  pemikiran ulama  terdahulu  salalu  menunjukkan
kecenderungan yang amat kuat untuk melakukan proses penyesaian dengan
keadaan setempat tanpa mengorbankan prinsip umum dan hukum agama. Syaikh

lbn Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi, menyatakan:

_bahwa hukum figih berubah karena perubahan situasi dan kondisi,
perubahan tradisi setempat, terjadi keadaan darurat atau pudarnya miai-nilai
moral. Syari’ah berdiri pada prinsip pemudahan dan peringanan serta
mencegah ancaman dan bencana. Karena alasan milah kita melihat bagimana
para syaikh madzhab menyafahi (cetak miring pada peny.) banyak sekali
peraturan yang ditetapkan lmam wmazhab dengan dasar argumentasi

) Kuntowijoya, Paradigma Islam., hlm. 299,

* 1bn Qayyim, /'fam al-Muwaggi'in “an Rabb a)-*Alamin (Baerut: Dar al-Jail,tt.), 111: 3.

) Melalui a pendulum swim theory of Islam E. Geliner menyatakan bahwa akan “selalu
terfjadi tarik menarik antara tekstualisasi dan kontekstualisasi lslam dalam realitas umat”.
Sebagaimana dikutip dalam Muslin Abdurrahman, Islem Transformatif {(Jakarta: Pustaka Firdaus,
1997}, him. 154.

N Abdurrahman Wahid, “Pengembangan Figh,, him 3-4.
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menyesuaikan dengan konteks sosial saat mereka hidup. Mereka yakin
andaikan Imam mazhab hidup pada masa mereka, pasti akan berbuat sama.*”

Hal ini jelas menunjukkan bahwa figih senantiasa memiliki relevansi
dengan kondisi sosial, budaya dan politik masyarakat di mana fiqih berada, dan
selalu menjadi inspirasi bagi perubahan sejarah umat manusia. Arti penting hukum
ada pada bagaimana ia mampu menjadi wahana pembebas dan emansipasi bagi
sekelompok orang dalam konteks perjalanan sejarah kehidupannya serta
kemampuannya memberi inspirasi kepada rakyat untuk memperjuangkan
perubahan melalui pertawanan ataupun kritik sosial.*®

Kritik sosial (masih) merupakan ungkapan yang kabur dan cenderung
dimaknai secara negatif,’” ia menjadi sesuatu yang tidak begitu disukai dan sering
dituding sebagai “meresahkan” dan “tidak bermanfaat”’® Namun di dalam
kepustakaan filsafat dan ilmu sosial pengertian kritik sebagai aktivitas pembebasan

sudah cukup melembaga.’” Mazhab Frankfurt mendefinisikan kritik sosial sebagai

™ Ibn Abidin, Majmu'ah ar-Rasail, sebagaimana dikutip dalam Yusuf Qardhawi,
Keluwesan dan Keleliasaan Syari‘at Islam Menghadapi Perubahan Zopan,alih bahasa Tim
Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1960), him, 121-122.

) A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), Huknm dan Perubakan Sosial., him.
274. Lihat, Ahmad Baso, “Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Figih NU,” dalam
Jamal D. Rahman, Wacana Baru Figh Sosial (Bandung: Mizan, 1997), him. 138-143. Juga lihat,

Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Iigh Rakyat Pertantan Figh dengan Kekuasaan (Yogyakarta: LKIS,
2000), hlm. xiii-xxii,

D Dalam Kamus Besar Bakasa Indonesia, arli kata kritik secara harfiah adalah kecaman
atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk tentang suatu hasil
karya, pendapat, situasi maupun tindakan seseorang atau kelompok . Dep. Pend. & Keb., Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), him. 408.

" Astrid S. Susanto, “Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara”,
Prisma, No. 10, 1977, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 5~7.

* Kritis Kantian berarti kemampuan subyek melepaskan diri dan mengambil jarak dari
obyek. Kritisisme Hegel artinya kemampuan subyek untuk membangun sintesis dengan dan
menyatakan dirinya dalam obyek. Lain halnya Marx, ia memahaminya sebagai kemampuan
manusta merealisasikan dirinya dalam obyek dengan mengubah obyek itu. Sindhunata, Dilema
Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Mox Horkheimer dalam rangka Sekolah
Frankfurt (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1982), hlm. 25-61.
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kemampuan penyadaran diri manusia dari kekuatan hegemonik tertentu sehingga
pada gilirannya manusia itu mampu melakukan periawanan dan penggubahan
atasnya.40)

Sementara posstrukturalis atau posmodemis tidak begitu percaya akan
kemungkinan adanya sesuatu yang dinamakan subyek, subyek yang dibebaskan
dan bebas tersebut.'’ Subyek bagi mereka, dipahami sebagai produk dari
wacana.’” Sehingga kritik bukanlah suatu aktivitas pembebasan subyek, baik dari
obyek maupun dari sistem hegemonik yang ada di luar dirinya, melainkan produk
dari perbenturan antara dua atau lebth wacana yang berbeda. Dalam pandangan
Berger,”” kemungkinan yang demikian dapat disebut sebagai perbenturan antara
dua atau lebih definisi yang berbeda mengenai realitas.

Perjalanan dan keberadaan sebuah realitas sosial tidak akan pernah sepi dari
interaksi tarik-menarik antara institusionalisasi pengendalian (kontrol) sosial dan
aktifitas kritik sosial. Kuatnya kelembagaan konirol sosial dalam masyarakat, di
mana dan kapanpun, sekaligus menegaskan terbukanya kemungkinan lain dani
sesuatu yang telah ditetapkan oleh tafsir dominan mengenai realitas. Terdapatnya

dua atau lebih kemungkinan definisi dari sebuah realitas merupakan konsekﬁensi

M Shindunata, Dilema Usaha Mannsia Rasional., him. 123-140. Bandingkan dengan

Francisco Budi Hardiman, Kritik ldiologi, Perfoman Pengetabuan dm Kepentingan (Y ogyakarta:
Kanisisus, 1990), him. 71-105.

M Faruk, “Kritik Terbuka Sebuah Imperatif Budaya™ dalam M. Mahfudh MD dkk (ed.),
Kritik Sosial dalam Wacana Pemabangunan (Yogyakarta: Ul Press, 1997), him. 32.

) 1stilah wacana dimaksudkan sebagi padanan dari istilah discours dalam bahasa prancis.
Secara etimologis, disconrs berarti pengungkapan pikiran dengan kata-kata baik lisan maupun
tulisan. Winarsih Arifin dan Farida Sumargono, Kewnus Promcis Indonesia (Jakarta: Pustaka
Gramedia, 1991), him. 305. Sedangkan secara istilahi, discours berarti kerangka kerja yang
membatasi cakupan-cakupan obyek yng dapat diidentifikasi untuk mendefinisikan perspektif-
perspekif di mana seseorang dapat secara sah menganggapnya sebagi pengetahuan. Ta tidak pernah
terlepas dari relasi kuasa, dan ia sendid selalu memproduksi kuasa.

#) Peter. L. Berger dan Thomas Luckman, 7afsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang
Sosiologi Pengefahnan,alih bahasa Hasan Basari (Jakarta, LP3ES, 1990), him. 63.
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logis dan aktivitas manusia sebagai makhluk kebudayaan, yang selalu ingin

membangun dunia sekitarnya.*?

Tidak akan pernah ada asas tunggal dalam masyarakat manapun. Memang
selalu ada norma dan hukum formal tertentu dalam masyarakat. Namun, norma dan
hukum itu tidak akan dapat menembus masuk ke dalam kehidupan setiap warga
masyarakat. Kontrol sosial dan kritik sosial merupakan dua sisi dari mata uang
yang sama, yang selalu menyertai perjalanan masyarakat. Inhernnya kontrol dan
kritik sosial tersebut dimungkinkan oleh terdapamya sekurang-kurangnya dua
definisi yang berbeda mengenai realitas, meski ada yang dominan dan sentral dan
yang subordinat dan marginal.

Secara lebih terinci, kerangka teoretik penelitian dalam rangka skripsi ini
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perilaku sosial merupakan fungsi dari sistem dan kompleks hubungan nilai-
nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia
abad ke-19, terdapat dua definisi (sistem nilai) yang berbeda terhadap realitas.
Kolonialisme di satu sisi merupakan sumber sistem milai bagi pemerintah
Belanda, dan penegakkan ajaran Islam di sisi lain merupakan sumber nilai bagi
umat lslam.

2. Fiqih, sebagai model perilaku sosial merupakan fungsi dan produk hubungan
logis dari kompleksitas nilai dengan realitas sosial yang disusun sesuai rencana
dan kebutuhan yang diharapkan.

3. Pemenntah Belanda dan KH. Ahmad Rifa’t, dalam merumuskan figihnya,
berdasar pada sistem nilai yang diyakini dan situasi sosial, serta harapannya

masing-masing. Pola kebijakan pemerintah berhubungan dengan usaha

) Lihat, Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, alih bahasa Hartono
{Jakarta: LP3ES, 1991), him, 3-35.
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memenuhi kompleks kepentingan sosial dan politiknya. Perilaku figih KH.
Ahmad Rifa’1 senantiasa merupakan usaha menegakkan hak-hak masyarakat
dan untuk melawan penjajah.

4. Birokratisasi dan penataan pola perilaku keagamaan merupakan pelembagaan
sistem nilai dan upaya pemenuhan kebutuhan akan penundukkan secara
konstitusional.

5. Pemikiran pemikahan KH. Ahmad Rifa’i yang merupakan respon dan kritik
bagi kebijakan politik penundukkan sosial-agama pemerintah Belanda,
merupakan kerangka operasional interaksi antara sistem nilai yang dianut
dengan realitas sosial yang melingkupinya.

6. Perbedaan antara pemerintah dan KH. Ahmad Rifa’i terletak pada perbedaan
pemahaman dan pemenuhan kepentingan (kognisi sosial) terhadap agama
[slam dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Perbedaan yang mendasar
tersebut merupakan sumber konflik yang potensial.

7. Kritik sosial KH. Ahmad Rifa’i terkait erat dengan tingkat kesadaran sosial,
komunikasi politik, posisi sostal dan kognisi sosial yang melingkupi
kehidupannya.

8. Dalam kaitannya dengan relasi kuasa, pemikiran figih pernikahan KH. Ahmad
Rifa’i merupakan model perilaku sosial yang merupakan hasil dari hubungan
kompleksitas nilai dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan KH. Ahmad
Rifa’i yang ramusan operasionalnya disusun sesuai dengan rencana dan untuk
memenuhi kebutuhan yang diharapkan, serta berfungsi sebagai medium

perlawanan dan kritik sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
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Studi int merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yang
memanfaatkan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah figih
pernikahan KH. Ahmad Rifa’i, kekuasaan dan kritik sosial.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam rangka skripsi ini adalah penelitian deskriptif“s) yang
berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara sistematis pemikiran figih
pernikahan KH. Ahmad Rifa’i.

3. Pengumpulan data

Mengingat pada pokok masalah penelitian ini, maka data yang dimaksud
dalam penelitian ini ialah data kualitatif Data tersebut diambil dari beberapa
sumber buku, makalah, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan kajian fiqih
pernikahan KH. Ahmad Rifa’i dan kritik sosial. Data-data itu dikelompokan
menjadi data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah kitab Tabyin
al-fsfah karya KH. Ahmad Rifa’i. Selain itu digolongkan pada data sekunder.

4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi historis, yang
mana fiqih pernikahan KH.Ahmad Rifa’i dikaji melalui konteks sosiologis dan
historisnya. Melalui pendekatan ini akan nampak jelas bagaimana suatu proses
hukum (baca: figih) berjalan dalam kondisi masyarakat tertentu, yang dalam
banyak hal dipengaruhi oleh suatu proses sosial, budaya dan politik. Perhatian
utama pendekatan in1 adalah aktifitas sosial dalam kaitannya dengan perkembangan

dunia sosial,'” dan merupakan studi sosiologis terhadap suatu kejadian atau gejala

) Di antara tujuan penelitian deskriptif adalah menjelaskan secara terperinci fenomena
sosial lertenty vmpamanya; interaksi sosial, sistem kekerabatan, gerakan sosial dll. Masri
Singarimbun dan Sofian Efendi (Editor), Metode Penelitian Survei ( Jakarta: LP3ES, 1988), him. 4.

M Taufik Abdullah (ed.), Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada Press,
1996), him, 316.
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di masa lampau® Yakni suvatu penelitian yang menggunakan pendekatan.
sosiologis sebagai kerangka pemikiran teoretis, dan bahan-bahan historis sebagai
bahan pembuktian terhadap kerangka pemikiran yang diajukan.*®

Di samping itu, dipakai juga pendekatan fungsional untuk mengkaji fungsi
sosial figih, baik bagi individu maupun kelompok sosial.’” Melalui pendekatan ini

akan tampak fungsi-fungsi manifestasi (manifest functions) dari figih pernikahan

KH. Ahmad Rifa’1 Kalisalak.

5. Analisis data

Penelitian ini pada dasarnya adalah model penelitian Historis-Faktual,*®
yaitu studi yang obyek kajiannya berupa pemikiran salah satu tokoh, dalam hal ini
pemikiran figih pernikahan KH., Ahmad Rifa’i. Penelitian ini akan beranjak secara
induktif dani detail pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i, dan dari sinmi
diupayakan menemukan struktur logis kaitan pemikiran tersebut kaitannya dengan
kekuasaan. Pada sisi lain penelitian ini secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan
dari pernyataan yang bersifat umum, berupa teori-teori. Dengan ini, detail-detail
pemikiran figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i diharapkan dapat dipahami dengan
lebih baik. Dengan begitu rumus dan metodologi yang diupayakan oleh penelitian

ini benar-benar bisa setia dengan pikiran tokoh yang dikaji R

‘" Sartono Kartodirdjo, Pendekatan lmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta:
Gramedia Utama, 19913), him, 146.

 Soedjito Sosrodihardjo, Perubahan Struktnr Masyarakat di Djawa, Suatw Analisa, cet. 2
(Yogyakarta: Karya, 1972), him. 4.

N Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif., him. 155

D Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi penelitan Filsafat (Yogyakarta:
Kanisisus, 1990), hlm. 61.

M Ibid., hlm. 63-64.
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam rangka skripsi ini terdiri dan lima bab. Pada bab pertama
penyusun paparkan latar belakang permasalahan dan kerangka pemikiran penelitian
kritik sosial dalam pemikiran figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i. Bab ke-dua dari
skripsi ini merupakan bagian historis teoretis dari penelitian ini. Di dalamnya
penyusun deskripsikan pertautan antara kekuasaan dengan hukum dan, dalam
konteks Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah Belanda terhadap penanganan
masalah hukum perkawinan dan administrasi Islam ; sebagai pintu masuk dalam
memahami konteks pemikiran figh pemikahan KH. Ahmad Rifa’i.

Bab ke-tiga penelitian dalam rangka skripsi ini merupakan sefting
permasalahan yang akan dikaji. Pada bab ini akan dikupas mengenai kondisi umum
sosial-keagamaan masyarakat Nusantara abad ke-19 yang melingkupi kehidupan
KH. Ahmad Rifa’i dan konsep pernikahannya. Selain memaparkan biografi sang
tokoh sendiri, penyusun juga mengulas karakteristik pikiran dan pemikiran figih
pernikahannya untuk mendukung uraian dalam bab selanjutnya. Bab ke-empat
merupakan bﬁgian sentral skripst ini, yaitu bagian sistematisasi. Melalui konteks
sosial kritik, nuansa kritik ‘dan potret fiqih pernikahan dalam bingkai sebagai
budaya dan lembaga hukumnya. Pada bagian ini penyusun menuturkan kembali
pokok-pokok pikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i dan argumen-argumen
kritiknya.

Akhirnya, seluruh uraian dalam skripsi ini akan penyusun tutup dengan bab
ke-lima yang merupakan kesimpulan atau jawaban singkat dani pokok masalah

pada bab pertama dan sumbang saran, khususnya bagi pengembangan ilmu dan

praktek figih kritis.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan peinbahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i merupakan salah satu dar hasil
penalaran sistematis {systemic reasioning) nalar figih abad ke-19 di tanah Jawa. Yang
orientasi teoretiknya relevan dengan kebutuhan kontekstunal masyarakat di kawasan
Kalisalak saat itu, dalam rangka menghadapi kolomalisine Belanda, dan menj;idi
aturan yang sah dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan santri téfjurfwaIT. Aspek
relevansi dan kontekstualitas yang melingkupinya mengakibatkan pemikiran tersebut
sangat detail dan terperinci.

Kedua. Kaitannya dengan kekuasaan, figih pemikahan KH. Ahmad Rifa’i
merupakan krittk dan tanggapan atas rasionalitas dan efisiensi, sebagai ideal type,
birokratisasi perkawinan kolonmial Belanda. KH. Ahmad Rifa’i tidak mengakui
otoritas dan wewenang penghuly, sehingga ia juga tidak menganggap sah pernikahan
yang diselenggarakan oleh negara.

Hal imi merupakan umplikasi logis dan operasionalisasi figh sebagai
paradigma pemaknaan realitas, yang implikasi logisnya dapat merangsang munculnya
figih sebagai kntik sosial dan perlawanan terhadap melodi utama kekuasaan. Baik
kekuasan dalam bentuk nepara yang mematikan kreatifitas civil society (masyarakat

sipil), melalui penyatuan dan penyeragaman (kodifikasi) aturan-aturan pemikahan,
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maupun ferhadap dominasi fiqih elit agamawan (penghulu) yang ujung-ujungnya
membela kepentingan (politik penundukkan) kekuasaan negara.

Ketiga. Figih permnikahan KH. Almad Rifa’i juga merupakan wahana
emansipast sosial. Sekalipun tidak sampai menjadi lembaga revolusi sosial, figih
pemikahan tersebut tetap merupakan institust pernikahan yang ‘sesungguhnya’ bagi
KH. Ahmad Rifa’i dan para pengikutnya. Prosedur beracara dan substansi
materialnya diyakim oleh kalangan santri farjumah sebagai suatn yang absah dan
legal sejak masa kehidupan KH. Ahmad Rifa™.

Keempat. Dengan demikian, itu semua menunjukkan bahwa figih adalah
suatu fenomena tindakan sosial (verstehen) yang dependen atau tergantung pada
faktor-faktor sosiologis lainnya dalam masyarakat. Kenyataan sejarah dan fenomena
figih pernikahan KH. Ahmad Rifa’i ini kembali menegaskan bahwa figih pernikahan

bukanlah sesuatu yang tunggal dan universal melainkan beragam dan lokal,

B. Saran-saran

1. Tradisi figih lokal merupakan khasanall yang masih jJarang diungkap.
Penelusuran mengenai khasanah fiqih lokal (di Jawa) masih merupakan studi
yang jarang diminati. Kajian dalam skripsi ini masih merupakan tahap
pernmukaan, sehingga perlu diupayakan kajian (dalam perspektif) lain yang lebih
mendalam.

2. Suatu penelusuran sinkronis (unfuk mencari keterkaitan dengan wahyu secara
nomatif) dalam kenyataanya sudah tidak bisa diandalkan unfuk mampu

mengupas kekayaan dan kekhasan tradisi figih lokal. Sehingga perlu kiranya
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ontuk  dikembangkan perspekiif diakronis (melihat kaitan sosial, politik,
ekonomi dan budaya serta sejarah) dalam mengkan figih Islam. Agar kiranya
mampu menyegarkan kembali wacana figih yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena figih bagi sebagian masyarakat merupakan sesuatu yang sangat
dekat (dan bahkan inhern) dalam keberagamaan dan kehidupan sosialnya, maka
upaya penggalian suafu paradigpma dan aksi transformatif dalam fiqih Islam

harus terus dilakukan.
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dengan penuh kekaguman, dan menjadi tempak perlindungan
(karena) nampak bijaksana.

58

10

Bab IIl
Peringatan, orang kafir masuk negara Islaim/menjadi raja negara
Jawa cukup lama/itulah musubnya orang wmukmw/adalah fardu 2’in
untuk diperangi/metawan raja kafir harus diketahui/ratu Islam sama
menganut raja kafir/Bupati, Demang sama-sama mengabdi/kepada
raja kafir seraya mengikuti perintahnya.

58

i

Diantara orang ‘alint ada yang bersekutwkepada raja yang berdosa
dan zalim/dan raja kafir hatinya tidak bisa Islam/tidak
menghuiraukan pada al-Quetan  al-Azim/membenci kepada orang
‘alim ‘adil yang menjadi panutan.

61

16

Initah bab menyatakan jadinya/di dalamn pembicaraan mengenai
imy  figth - ibadah/berdasarkan  mazhab  Imam  Syafi’i
panutannya/ahli mjtahid mutlak derajatnya.

61

18

Dan ada lagi imam empat yang tidak masyhur/sesuai dengan semua
ulama jumhur cuokup/taqlid pada salah satu yang luhur/ikut
pengetahuan Imam Syaii’'i /wajib mengetahm pada aturan
ilmunya/pada imam yang bermaksud untuk diikuti.

63

| besar.

Keselamatan dumia akherat wajib dipertimbangkan/melawan raja
kafir sekemampuan perlu dipikirkan/demikian juga perang sabil
lebih dari pada ucapan/cukup tidak mengerahkan pasukan yang




63

237 Banyak ‘alim dan haji fasik menolong/raja kafir dan senang

mendukungnya/itulah  orang ‘alim vyang munafik kosong
imannya/merasa diangkat derajat jadi Tumenggung/jika orang ‘alim
menunjukkan jeleknya orang takabur/nanti tidakiah mungkin bisa
menjadi gad;i terkenal.

64

24

Melihat tubuh hina menghadap dengan merayap/manfaatnya ilmu
dan amal hilang binasa/pendapat dan tindakan kaum priyayi
membuat  dosa  besar/ratu,  bupati, lurah, tumengung,
kebayan/kepada raja kafir senang menjadi pengikut/termasuk haji,
abdi menolong kemaksiatan/kemudian menjadi gadi  khatib
ibadalv/kepada ‘alim-‘adil bertindak membenarkan syari’ah/sebab
khawatir bila tidak mendapat kedudukan/itulah amal orang munafik

yang kosong imannya/mengikuti perbuatan maksiat orang yang jadi
tumengung.

65

28

Karena biasa dilakukan permikahan/banyak orang awam dosa
karena tidak tahw/sebab haram syara® nikah/atas orang bodoh
melaksanakan (permkahan) secara sembarangan.

71

44

Tidak sah suatu pemikahan kecuali dengan wali mmursyid dan saksi
adil.

74

53

Mursyid, tidak sah orang yang fasik/seiagi tidak ada darurat dan
‘uzurimengadi sal wali fasik, karena adanya ‘uzur.

74

54

Wahi  fasik itu  sah  pendapathya/menikahkan  seorang
perempuan/sebab adanya ‘wzurtidak adanya semua wali “adif jujur.

75

88

55

Yang  dimaksud dengan fasik  ‘agi/  balig  sifatnya
manusia‘'melakukan dosa besar yang dirasakan/juga melakukan

dosa kecil yang haram/itulah orang fasik yang akan jelas dapat
dilihat.

Bab IV
Sebagian ulama banyak bekerja sama/kepada kepala negara dosa
yang zalim/dan raja kafir hatinya tidak funduk/tidak mengimankan
ada al-Qur’an al-‘Adim.

88

Seperti perilaku raja kafir disenangi/ditkuti oleh orang banyak yang
mengagungkan/sebab mereka sepakat sesat kufur/dari kepercayaan
terhadap hukum syara ' mereka berpaling.

88

31

Terang ulama sama zalfm dan haji berdosa besar/meletakkan
dinrnya menghamba pada Tumenggung/sedang Tumenggung
menghamba dan  menjunjung pemenntah kafir‘maka jelaslah
tindakan itu bukan pada tempatnya.

88

32

Seperti perilaku gadl fasik dosa besar/dan guru inenjadi khalifah
Nabi utusan/sebab diangkat oleh orang kafir munafik/yang bersama
menjilat, mengikkuti raja kafir.

1l




88

32

Jangan bersekutu dengan birokrat kafir/tidak mengimankan dalil al-
Quran sebagai penasehat/boleh sekutu pada birokrat yang sah iman
dan benar/yang suadah dipersaksikan oleh alim adil masyhur.

89

36

Banyak orang mengikuti ‘a/im fasik saat ini/bangga menjadi
penghulu/memburu  uvang haram dunainya muliafitulah fitnah
dunia/memepang hukum syara’ hanya sebatas lahir/tetapi ilmu
syara’ cuma menjadi alat/inencari uang dumia haram yang lebih
dicari//Serta melaksanakan hukum syara’ setengah-setengah/kadang
mengikuti ilmu syara’/kettka ada maksud keduniaan/kesepakatan
raja kafir dunianya patut/apabila tidak menemu: maka syara’ yang
disebut/itulah terkadang hukum syara’ diikuti/ketika adat megara
bersepakat.

90

37

Pada umumnya penghulu dan ulama menuturkan/bahwa bangsa
Cina dan Belanda adalah orang kafir/akan tetapi pada umumnya
tidak berami inenyampaikan dan memperkenalkan syara® pada
merckaskarena mereka memiliki harta melimpah.

90

38

Pada umumnya orang menjadi penghulu dan imam shalat
Jum’at/diangkat oleh orang yang berbuat kemaksiatan/begitu pula
Bupati dan Demang sama saja karena mengharap keduniawian/dan
tidak menggunakan syora’ dengan benar dalam keputusan hukum.

90

39

Patut banyak menganut para birokrat/yang menghamba kepada
orang kafir/sebab kemantapan dan keyakinanmereka sudah
lepas/tidak mengimankan dengan mantap pada hukum syara’.

90

40

Terang dalim ulama dan haji berdosa besar/meletakan dirinya
menghamba kepada tumenggung/sedang tumengung menghamba
dan menjunjung pemerintah kolonial/maka jelaslah bahwa tindakan
itu bukan pada tempatnya.

91

41

Haram orang yang berupaya mencari kedudukan/dadi ratu zalim
bupati maksiat/demang, lurah berbuat dosa tidak man
bertaubat/sama mengabdi kepada raja kafir terkutuk/Dan haram
para ulama mencani kemuliaan/menjadi kadi atau guru yang tidak
benar/makin ~ bertambah  dosa  yang  dilakukan, tidak
dijauhifkelengkapan syarat sah terabakan/Demikian juga orang
mencari kemuhaanhmenjadi imam, khatib, dan muadzin/lebe di
pedesaan dan yang semisalnya/semua itu dosa besar terus menerus.

91

42

Yang dimaksud fasik ‘aqil balig sifatnya manusia/melakukan dosa
besar yang dirasakan/juga melakukan dosa kecil yang haram/itulah
orang fasik yang akan jelas terlihat.

92

43

Peringatan, sudah diketahui jadinya/diantara  syarat tegaknya
pemikahan/yaitu ~ terdapatnya  orang ‘adil di dalam
keduanya/ketahuliah penjelasan perbuatan orang ‘adi! /vaitu orang
muslim dewasa yang tidak berbuat/dosa besar dan tidak juga

il




terbiasa melakukan dosa kecil.

93

47

Pada umumnya orang menjadi kadi tambah besar maksiatmya/sebab
tidak benar dalam menjalankan syari’ah/menjadi pegawai tidak
profesional diangkat/ada kewajiban yang tidak dilakukan/itulah
kebanyakan penghulu pada kesasar.

93

48

Sebagian mukallaf terlantar/memiliki ilmu sedikit/ keburu menjadi
gadi karena hal keduniaan/badan hina merasa unggul takabur.//Ilmu
dan amalnya sengaja untuk menolong/terhadap kemakstatan para
tumenggung/yang menghainba kepada raja kafir/ilmu manfaat
akherat tapi hatinya kosong.//Banyak nisak ke ‘adilan haji dan
wlama/karena mengikuti gadi haram tersesat/tidak mempercayai dan
tidak menganut syari'ah agama/orang scsat menyesatkan ditkuti
dan ditiru.

94

49

Pada wmumnya gadi berdosa besar tapi masth takabur/sebab
mengikuti kepercayaan kepala negara/Islamnya hanya untuk pura-
pura/tidak bertaubat malah tambah sesat.//Juga pada umunya shalat
Jum’at yang  dumami qgad/ /dan  pernikahan  yang
diselenggarakannya tidak salb/batal karena kurang syarat/sebab
mereka ikut mengabdi dengan pemuh hati‘kepada orang yang tidak
menerapkan  svari'gh/Yang sama mengabdi kepada raja
kufur/mengingkarai ketentuan syara’.

94

52

Tidak ada orang benar mencari ridlo Allah/menjadi penghulu orang
saleh/kecuali orang yang menyukai kesesatan dan bid’ahi/itulah
menjadi penghulu yang buruk hatinya.

95

53

Berkata ulama yang mendapat rahmat Allah/dan haram menurut
hukum, mengharap upab/uang dari akad nikah/dan boleh menerima
wang imbalan (wrah)/dan tidak meminta secara  lahir
adanya/ketahuilah itu perbedaan pengharamammya/mengambil biaya
nikah dan kebolehannya/sebab tidak dipaksa untuk membayar
pernikahan.

95

55

Dan tidak boleh mengambil uang bayaran/bagi penghulu dan juga
bagi selain penghulwhanya karena mengajarkan ijab nikah/karena
sesungguhnya perbuatan itwtidak berat, baik secara lahir ataupun
batin/maka perhatikanlah ketentuan hukum syara ' ini,

101

72

Lihat bab I FN 22.

101

73

Peringatan, tidak ada jalannyaftanah Jawa orang bermaksud
melakukan perang/melawan orang kafir dengan pedang dan
pisawjelas tidak kuasa melawan orang kafir dalam perang/dan lebih
jahat mengikuti dan mengangkat orang Kkafir/dan banyak ulama
bersekutw/dengan orang kafir sebagai pertanda munafik/yang
membaca syahadat, shalat kurang syarat.

iv
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|97

Peringatan imlah nadam tabyin namanya terjemah ilmu syari’ah
menjelaskan bab nikah dari Haji Ahmad Rifa’i bin Muhammad
Syafi’iyah mazhabnya ah! al-Sunnah tarekamya.

171

98

Penngatan, tidak ada jalannya diketahuiftanah Jawa orang
bermaksud melaksanakan perang/melawan orang kafir dengan

pedang dan senjat/tidak akan kuasa melawan orang kafir dalam
perang.

1

99

Merdeka tidak sah/seorang walat hamba dan orang yang dibeli
(gajn).

111

100

Tidak sah saksi fasik yang besar dosanya/yang nyata-nyata mungkir
dari syari’ah.

112

101

Penngatan, suadak diketahui/seabgian dari syarat saksi nikali/itu
adalah orang adil keduanya.

113

103

Banyak penghult menikahkan itu tidak sah dan haram/sebab
menyederhanakan dari kitab Arab tanpa kepahaman/tidak mau
menyjuk kepada kitab farjumah agama Islam/itulah banyak alaim
menyesatkan orang awam/sama melalaikan kewajiban pernikahan/
mau mengupayakan kelengkapan syarat nikal/tanpa dipersaksikan
di hadapan orang yang mengetahui dan bersifat “adil.

113

104

Banyak orang melaksanakan pernikahan mengira suadah sah
(padahal) syarat ketinggalanfitulah orang sesat/kurang lengkap
syaratnya tapi tidak mau menupayakan.

115

108

Orang mukmin lebih utama membungkuk untuk menanam
singkong/daripada orang mukmin membwigkuk menghamba orang
jelek/itu merupakan tanda ornag mukmin yang benar/ma’nifatnya
menghadap kepada Allal//Orang alim-saleh memilih
kebebasan/meskipun  dibenci  oleh orang  durhaka/daripada
berkumpul dengan orang celaka/akibatnya dapat terperosok ke
dalam neraka.

115

109

Orang wmukmin  membungkuk untuk menanam jagung lebih
utama/daripada orang mukmin membungkuk untuk menghamba
pada tumenggung/Orang alim-saleh memilih kebebasan yang
agung/membentuk negara apabila dapat langsung.

116

112

Kepada kitab tarjumah tidak mau bersandar/yang menuturkan cara
shalat jum’at dan syarat-rukun nikah/itulah kitab terjemah dan
syari’ah/tidak melenceng dari agama Nabi Muliammad.

116

Dan mengikuti orang ‘alim-‘adil itu merupakankewajiban/patut
tidak diikkuti karena iman mardud/kalau mengkutt maka sah
nikahnya.




Lampiran i1

BIOGRAFI ULAMA dan SARJANA

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah '

la adalali ahli ilmu Usul Figh dan ahli Hadis kenamaan. Dilahirkan pada tahun 691 H.
Ia menjadi pendukung dan penerus ide-ide Tbn Taimiyah, setelah sekian lama berguru
kepadanya. Dalam menjalani kehidupannya ia berpegang teguh pada tradisi mazhab
Hanbali. Ibn al-Qayyim adalah sosok penulis yang produktif di zamannya. Karya-
karya ihmiahnya yang sampat hari ini masih menjadi rujukan umat Islam, diantaranya
ialah /am al-Muwagq’in ‘an rabb al-‘Alamin, Madarij as-Salikin. Belian meninggal
pada talnm 751 H.

Ibn Hazm .

Nama lengkapnya adalah Al Tbn Ahmad Tbn sa’ad Ton Hazin az-Zahiri. Beliau lahir
di Cordova pada talun 344 H. la meupakan ulama terkemuka di Andalusia dan
pengawal teguh mazhab Zahiri. Khasanah keilmuan yang dikuasai meliputi ilmu
Tafsir, Hmu Hadis, Ushul Figh, ilmu kalam, ilinu mantiq, sejaral, dan bahasa Arab.

Karya-karya mtelektual belian antara lain, al-Thkam fi wshul al-hakim, al-Muhalla, al-
laslu 1 al-Milal wa al-Ahwal wa an-Nihal.

Imam Malik Ibn Anas _

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Malik Anas al-Asbahi dan terkenal dengan
sebutan lmam dar al-Hirat (Imam dari kota Madinah). Scorang keturunan Yaman
yang lahir di Madinah pada tahun 93 H. Karya monumental beliau di antaranya ialah
al-Muwatta’. Kitab lain yang menghimpun fatwa-fatwanya dalam bidang figih ialah
al-Mudawwamah al-Kubra, ia juga dikenal sebagai tokoh yang banyak menggunakan
prinsip maslafaly al-Mursalaly dalam penetapan hukum.

Ibn Mugqaffa

Seorang ahh sastra Arab dan Persi. Nama lengkapnya ialah Rawazbih ibn Duzawih.
Lahir pada tahun 106 H. pada masa pemerintahan dinasty Umayyah. Pada mulanya ia
meineluk agama Majusi aliran Zaradayst. Karir intelektualnya ialah nenjadi pejabat
sekretanis pemerintah. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa 1a menjalin kedekatan
dengan Isa lbn Ali Tbn Abdillah Ibn Abbas, khalifah pertama dinasti Abbasiyah di
Bagdad. Di hadapan Isa Ibn Ah imi ia menyatakan din masuk Islam. Salah sato .
gagasan cemerlangnya ialah pembentukan undang-undang negara yang menjadi
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pedoman bagi para hakim dalam menetapkan ketenmman hukum.Ja meninggal i
Basrah pada tahun 142. H.

Imam asy-Syafi’i

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, lahir di
Ghazzah (Palestina) pada tahun 105 H., dan bersuku bangsa Quraisy. Di Makah ia
menjadi murid dari Muslim Khalid az-Ziadi, sementara ketika di Madinah ia banyak
berdiskusi dengan lmam Malik Ibn Anas. Obsesi intelektual yang mengerakan
kretifitas daya nalamya ialah menyatukan tradist figih Madinah dan tradisi figih Iraq
ke dalam satu bangun keilmuan yang saling melengkapi. Karya-karya intelektual
beliau dapat kita simak di antaranya dalam «-Umm dan  ar-Risalah. Bahkan
operasionalisasi konkret dari pemikirannya banyak kita temukan dalam keberagaman
masyarakat di Asia pada umumnya, dan & Indonesia pada khususnya. Ia mendapat
gelar Mujaddid abad kedua Hijriyah.

Karel A. Steenbrink

Lahir di Breda, Belanda, pada talun 1942. Setelah belajar di Fakultas Teologi jurusan
Perbandingan Agama, di mana ia belajar agamma Islam dan bahasa Arab, 1a melakukan
penelitian lapangan di Indonesia. Ia menulis disertasi dan mendapat gelar doktor dari
Umversitas Katolik Nijmegen. Pada tahun 1972-1973 bekerja di Lembaga Penelitian
Perkembangan Kristen di Dumia Kefiga di Universitas Leiden. Tahun 1978-1979
memimpin penataran dosen-dosen IAIN di Universitas yang sama. Antara 1981-1983
mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan sejak Agustus 1984 ia mengajar
di JAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Materi-materi kuliahnya diterbitkan dengan
wudul Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19.

Sartono Kartodirdjo

Lahir di Wonogiri, 15 Februan 1921 M. Seorang guru besar sejarsh pada UGM
Yogyakarta, Memperoleh Gelar MA. Dari Yale University AS di bawah bimbingan
Prof. H.J. Benda. Pada tahuti 1966 meraih gelar doktor dari Universitas Amsterdam
dengan promotor Prof. W.F. Wertheiih. Tesis yang berjudul The Peasent’s Revolt of
Banten in 1888 berhasil dipertahankan dengan predikat cum laude. 1a adalah peletak
dasar kajidn sejarah tokal di Indonesia. Karya-karya intelektualnya antara lain;Pritest
Movement in Rural Java, [Ellit dalam Perspektii Sejarah, Pemikiran dam
Perkembangan ~ Historiografi  Indohesia, Modern  Indonesia  Tradition &
Transformatif.
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BIODATA PENYUSUN
Nama : Zainal Arifin
TTL - Purbalingga, 30 Juni 1978
Alamat Asal : Kedungjati RT 04/V1, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

Alamat di yogyakarta : Sapen GK I/ 449 Y ogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : M. Dawud
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kedungjatt RT 04/V1, Kec, Bukateja, Kab. Purbalingga
Tbu : Siti Djuhairijah
Pekrjaan : Guru Agama
Alamat : Kedungjati RT 04/V], Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga
Riwayat Pendidikan :
MI Muhammadiyah Kedungjati : Lulus Tahun 1990/1991
MTs Mittahussalam Banyumas : Lulus Tahun 1993/1994
MAPK MAN [ Surakarta : Lulus Tahun 1996/1997

TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Masuk Tahun 1996/1997
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